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Abstrak
 

<b>ABSTRAK</b><br>

Hukum Pajak di Indonesia tidak mengenal istilah UKM, sehingga saat ini UKM di Indonesia dikenakan

pajak seperti Wajib Pajak lainnya dan tidak ada kekhususan. UKM ini masih banyak yang belum terdaftar

sebagai Wajib Pajak, dan belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),karena itu pemerintah

mempunyai rencana untuk membuat suatu peraturan pemerintah yang mengatur khusus pajak untuk UKM.

Rencana tarif yang akan diberlakukan adalah 1% PPh dan 1% PPN dihitung dari omzet per tahun untuk

pengusaha UKM dengan omzet 300 juta &#1048753; 4,8 Milyar. Sedangkan untuk pengusaha UKM dengan

omzet 300 juta ke bawah dikenai 0,5% dari omzet per tahun. Pengenaan pajak UKM ini dapat

diimplementasikan karena tidak bertentangan dengan peraturan pajak PPh dan PPN yang sudah ada. Bila

dilihat dari sisi keadilan, maka rencana pengenaan pajak ini sudah memenuhi asas keadilan karena setiap

Wajib Pajak yang sudah memperoleh penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak harus membayar

kewajibannya yaitu membayar pajak pada Negara. Tarif baru juga sudah merupakan keringanan,

dibandingkan apabila UKM harus membayar dengan tarif normal Pasal 17. Rencana pengenaan pajak untuk

UKM ini juga memiliki keseluruhan. Dan bagi UKM yang mempunyai omzet dibawah 300 juta seharusnya

tidak dikenakan pajak karena akan memberatkan mereka. Rencana pengenaan pajak ini juga diharapkan

memberi kemudahan dalam pembayaran pajaknya dan penyederhanaan dalam mengisi SPT dalam rangka

memberikan laporan pajaknya.

<hr>

<b>ABSTRACT</b><br>

Tax laws in Indonesian SMEs are not familiar with the term, so that the current Indonesian SMEs are taxed

like other taxpayers, and there was no specificity. SMEs are still many who have not registered as a

taxpayer, and not have a Taxpayer Identification Number (TIN), because the government has a plan to

create a special government regulations governing tax for SMEs. Tariff plans which will be applied is 1%

income tax and 1% VAT is calculated on the turnover per year to SMEs with a turnover of 300 million - 4.8

billion. While for SMEs with a turnover of EUR 300 million down 0.5% from the turnover per year.

Taxation of SMEs can be implemented because it is not contrary to the Income Tax and VAT regulations

that already exist. When viewed from the side of justice, then the tax plan meets the principle of fairness

because every taxpayer who already earn above exemption must pay the obligations to pay taxes to the

State. New tariff also has a lightening, than if SMEs have to pay the normal fare of Article 17. Plans for the

taxation of SMEs also have the disadvantage of not knowing the term "loss" as calculated from the overall

turnover. And for SMEs that have a turnover below 300 million should not be taxed because it would

incriminate them. Taxation plan is also expected to provide convenience and simplicity in tax payments in

filling tax returns in order to provide tax returns.
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